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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017

	PELAKSANA AKADEMIK MATAKULIAH 

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata Kuliah
	:
	Hukum dan Administrasi Perencanaan
	Kode MK
	:
	TPL 

	Mata Kuliah Prasyarat
	:
	-
	Bobot MK
	:
	2 sks

	Dosen Pengampu
	:
	
	Kode Dosen
	:
	

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik, tidak ada online

	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa mampu memahami yang memadai mengenai dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perencanaan, baik perencaan tata ruang maupun perencanaan pembangunan di Indonesia

2. Mahasiswa memahami kerangka hukum dalam perencanaan pembangunan di Indonesia

	
	
	

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1
	Mahasiswa memahami sistem pelaksanaan perkuliahan, dan memahami kedudukan hukum perencanaan dalam teori dan praktek perencanaan.


	Pengantar kuliah :
Penjelasan mata kuliah dan sistem perkuliahan,

Memahami pengantar hukum dan administrasi perencanaan wilayah dan kota
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan konsep sistem pelaksanaan perkuliahan dan kedudukan hukum perencanaan dalam teori dan praktek perencanaan dengan baik dan benar.

	2

	Mahasiswa mampu memahami pengertian hukum dan cara mempelajari fenomena hukum
	Pengertian Hukum, Definisi hukum, Fungsi Hukum, Subyek Hukum, Obyek Hukum, Azas Hukum, Lingkup Berlakunya  Hukum, Cabang-cabang Ilmu Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum dan Sistem Norma Lain.


	1. Media : contextual instruction

2. Media : : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan pengertian hukum dan fenomena hukum terkait perencanaan wilayah di Indonesia dengan benar.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	3


	Mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum dan proses pembentukannya 
	Pengenalan hukum :

Sumber dan proses pembentukan hukum :

· Pengertian sumber hukum
· Sumber-sumber dan hirarki hukum di Indonesia
· Proses pembentukan hukum
	1. Metoda : contextual instruction dan diskusi
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menjelaskan pemahaman dasar sumber-sumber hukum dan proses pembentukannya di Indonesia dengan benar


	4

	Mahasiswa memahami ideologi hukum dan sistem hukum yang melandasi perencanaan berdomain publik.


	Hukum dan Perencanaan :
Kepunyaan Negara, Kepunyaan Publik dan Kepunyaan Privat  (State Domain,Public Domain dan Privat Domain)
	1. Metoda : contextual instruction  dan diskusi
2. Media : : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan perbedaan antara Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh,

Pendekatan perencanaan terpilah, 

Pendekatan terpilah berdasar pertimbangan menyeluruh dengan benar dan lengkap

	5

	Mahasiswa mampu memahami kerangka hukum perencanaan di Indonesia
	Hukum dan perencanaan :
Kerangka hukum perencanaan di Indonesia
	1. Media : contextual instruction dan diskusi
2. Media : : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web, 2 buah buku teks, loose leaf dan lembar tugas
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan dan menjelaskan kerangka hukum perencanaan di Indonesia dengan tepat
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	KEMAMPUAN

AKHIR
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PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
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PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	6

	Mahasiswa mampu mengetahui status hukum, pengaturan dan kelembagaan untuk perencanaan 
	Hukum dan perencanaan :
Sistem hukum dan lembaga-lembaga Hukum di Indonesia yang Relevan dengan Perencanaan
	1. Media problem base learning dan diskusi
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web, 
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan dan mehami sistema hukum dan kelembagaan hukum di Indonesia yang relevan dengan perencanaan dengan benar dan tepat

	7
	Mahasiswa mampu memahami bentuk, karakteristik dan kerangka hukum dan kelembagaan perbuatan negara untuk pengendalian perencanaan
	Hukum dan perencanaan :
Bentuk-bentuk perbuatan administrasi negara
	1. Metoda :: contextual instruction dan diskusi
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. George Chadwick, A System Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan, menjelaskan, serta berdiskusi mengenai pemahaman tentang bentuk-bentuk perbuatan administrasi negara dan kaitannya dengan perencanana di Indonesia dengan baik dan benar

	8
	Mahasiswa mampu memahami lingkup, bentuk dan penyelesaian konflik administasi negara
	Hukum dan perencanaan:
Bentuk-bentuk konflik administasi negara dan penyelesaiannya serta relevansinya dalam perencanaan di Indonesia
	1. Metoda : contextual instruction dan diskusi
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan, menjelaskan, serta berdiskusi mengenai pemahaman Bentuk-bentuk konflik administasi negara dan penyelesaiannya serta relevansinya dalam perencanaan di Indonesia dengan benar dan tepat
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AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
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PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	9

	Mahasiswa mampu memahami kerangka hukum penataan ruang di Indonesia
	Hukum perenataan ruang :
kerangka hukum penataan ruang
	1. Metoda : contextual instruction dan diskusi
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan, menjelaskan, serta berdiskusi mengenai kerangka hukum penataan ruang di Indonesia dengan benar dan tepat

	10


	Mahasiswa memahami materi dan proses penataan ruang di Indonesia
	Hukum penataan ruang:
Substansi penataan ruang
	1. Metoda : contextual instruction dan diskusi
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan, menjelaskan, serta berdiskusi mengenai substansi penataan ruang terkait 

	11
	Mahasiswa mampu memahami kerangka hukum perencanaan program dan pembiayaan pembangunan di Indonesia
	Hukum perencanaan dan pembiayaan pembangunan :
kerangka hukum perencanaan dan pendanaan program pembangunan
	1. Metoda : contextual instruction dan diskusi (presentasi di depan kelas)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan, menjelaskan, serta berdiskusi mengenai kerangka hukum perencanaan dan pendanaan program pembangunan dengan baik dan tepat.
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	BENTUK PEMBELAJARAN
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PEMBELAJARAN
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PENILAIAN

	12

	Mahasiswa mampu memahami materi dan proses perencanaan program dan pembiayaan pembangunan di Indonesia
	Hukum perencanaan dan pembiayaan pembangunan : subtansi perencanaan program dan pembiayaan program pembangunan, mencakup:
Produk, tahap dan kelembagaan
	1. Metoda : contextual instruction dan diskusi
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan, mempresentasikan, serta berdiskusi mengenai substansi perencanaan program dan pembiayaan program pembangunan dengan benar dan tepat

	13

	Mahasiswa mampu memahami kerangka hukum perencanaan pembangunan dan materi serta proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia
	Hukum pembangunan infrastruktur:

Kerangka hukum pembangunan infrastruktur : azas dan tujuan, hirarkir peraturan, pemetaan kerangka hukum

Subtansi peraturan pembangunan infrastruktur (dengan studi kasus), mencukup:

Produk, tahap dan kelembagaan 
	1. Metoda : contextual instruction 
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Menguraikan, memahami dan mempresentasikan kerangka hukum dan substansi program pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan baik dan benar

	14

	Mahasiswa dalam kelompok mampu mengusulkan kerangka hukum suatu kasus perencanaan pembangunan di Indonesia dan mempertahankannya dalam seminat di kelas
	Seminat hukum perencanaan pembangunan/ penataan ruang :
Kasus-kasus nyata hukum pernataan ruang dan perencanaan pembangunan
	1. Metoda : contextual instruction 
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2001.

2. Mandelker, Daniel R. Land Use Law. The MitchieCo,1993.

3. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 2000
4. Sahardjo. Hukum dan Kebijakan Publik. Citra Aditya Bakti, 2005.

5. Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara. Universitas Atma Jaya. 2008
Peraturan perundangan:

· Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

· Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
· Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Memahami dan mempresentasikan mengenai kasus-kasus nyata hukum penataan ruang dan perencanaan pembangunan serta mengusulkan kerangka hukum tersebut dengan baik dan benar


Komponen penilaian :

1. Kehadiran = 10 %

2. Tugas = 20 %

3. UTS = 30 %

4. UAS = 40 %

Jakarta, 03 Oktober 2016
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